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TAHAPAN

a. Tahap Persiapan (B02 - B03)

Kegiatan dalam Tahap Persiapan, antara lain:

1.
2.

Penentuan tema.

Penelusuran dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tema, bahan dan/atau data
hukum atau informasi sekunder terkait tema yang telah dipilih, yang meliputi antara lain: putusan
pengadilan, hasil kajian dan/atau penelitian, jurnal ilmiah terakreditasi, buku, berita dari media massa
atau website resmi.

. Penyusunan proposal atau Term of Reference (ToR) kegiatan analisis dan evaluasi.
. Pembentukan tim atau kelompok kerja analisis dan evaluasi. Keanggotaan tim/kelompok kerja terdiri

dari unsur:
o Pejabat fungsional Analis Hukum, pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan,
pejabat fungsional Penyuluh Hukum dan/atau pejabat lain yang berkompeten;
o Stakeholder terkait atau Unit teknis terkait peraturan perundang-undangan;
o Akademisi/Praktisi/Organisasi nonpemerintah (jika diperlukan).

. Menyiapkan ruang partisipasi publik dalam rangka analisis dan evaluasi hukum.




TAHAPAN

b. Tahap Pelaksanaan Analisis(B04 - B09)

Kegiatan dalam tahap ini, antara lain:

1. Rapat internal Tim/Kelompok Kerja.

2. Analisis dan evaluasi Peraturan dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi Analisis dan
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

3. Rapat dengan Narasumber. Tim/Pokja dapat melibatkan narasumber untuk mendapatkan
pendalaman terhadap materi yang dibahas, data dukung, masukan atau reviu atas hasil sementara
analisis dan evaluasi yang telah disusun oleh tim atau kelompok kerja. Narasumber dapat berasal
dari akademisi maupun praktisi yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait dengan tema yang
telah dipilih, maupun penguatan metode analisis dan evaluasi 6 Dimensi.

4. Focus Group Discussion (FGD).




TAHAPAN

n

c. Tahap Pelaporan Penyusunan laporan analisis dan evaluasi sesuai dengan sistematika yaitu:

Judul
Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait ........... (sesuai tema yang dipilih)

Kata Sambutan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Kata Pengantar

Ketua Tim/Pokja

Daftar Isi

Memuat Sistematika atau bagian-bagian yang ada di laporan dan Lampiran, Daftar Tabel
atau gambar.

Ruang lingkup serta objek kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini didasarkan pada inventarisasi terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau yang terkait dengan

serta 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian dalam UMKM meliputi 35 (tiga puluh lima) Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

sebagai berikut:

Undang-Undang

Bab | Pendahuluan

A. Latar Belakang
Berisi: gambaran mengenai urgensi atau hal-hal yang melandasi dilakukannya analisis
dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) sesuai tema dan lingkup yang telah ditentukan
atau ditetapkan (dapat berangkat dari program prioritas pemerintah). Dapat berupa
paparan teoretis atau paparan praktis, yang dapat mengantarkan pada tema atau topik
bahasan yang akan dianalisis
B. Rumusan Masalah
+ Berisi permasalahan pokok yang akan dianalisis dan evaluasi dan dicarikan|
Jjawabannya.
+ Masalah yang akan dibahas harus relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat
+ Permasalahan dirumuskan dalam kalimat tanya, berupa pertanyaan yang hendak|
dijawab dalam hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi yang akan diberikan,
(Contoh: Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda .... jika ditinjau dari
penilaian kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila; ketepatan jenis peraturan;
disharmoni pengaturan; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma
dengan asas bidang hukum Perda yang besangkutan; dan efektivitas pelaksanaan
Perda? Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda ....7)
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah
+ Berisi Perda yang menjadi objek analisis dan evaluasi terkait dengan tema yang
dipilih.
+ Dimungkinkan mengambil fokus tertentu dari tema yang telah dipilih (contoh: tema
Hilirisasi Komoditas dengan fokus pada komoditas perikanan. Dengan demikian,

peraturan daerah yang dievaluasi terkait dengan perikanan).

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan ...c..c..gu..
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
diubah dengan UU Mo. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

12 (dua belas) Undang-Undang; 6 (enam) Peraturan Pemerintah; 2 (dua) Peraturan

Presiden; 12 (dua belas) Peraturan Menteri, 1 (satu) Peraturan Bank Indonesia,

Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum
UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023

Metode Evaluasi
Metode yang digunakan untuk mejawab permasalahan dengan ruang lingkup

kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan,* yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:
Dimensi Pancasila;
Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
Dimensi Disharmoni Pengaturan;
Dimensi Kejelasan Rumusan;
Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan; dan

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang




C.10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum
Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang mengenai Penegakan Hukum Tipikor, BPHN, 2023 n
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Tabel 13. Putusan MK yang mengubah makna dari pasal-pasal yang ada di dalam UU

Sistematika Laporan Akhir AE Perda Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

. . . PUTUSAN MK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG
1au 1 u | - NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
telah mengalami dua kali perubahan yakin pertama dengan Undang-Undang Nomor 10
. T0/PUU- Pasal 1 angka 3 Undang- Semula berbunyi “Komisi Pemberantasan
Bab “ Pem bahasan Tahun 2015 dan ki d d U d -U d N 19 Tah 2019 tent XVIL2019 Undang NomEI 19 Tahun ZDlgg Tindak Pidana varup:i yang selanjutnya di:ebul
yang edua engan n ang n ang omor ahun en ang tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
el 1 Undang-Undang Nomor 30 negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
A' AnaIISIS dan Evaluas' Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tahun 2002 tentang Komisi melaksanakan  tugas  pencegahan  dan
. L. . i . . i . . Pembe.rjan[asan Tindak Pidana peml?emnlasan Tindak Pldk{n?,,Kﬂ[Upsl sesuai
Bagian ini berisi narasi/deskripsi hasil analisis dan evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut UU KPK). Pada bagian o e U i Boson Nogtes R
. . .. Indonesia Tahun 1945 &jh'm tidak mempunyai
masing-masing Perda, yang terdiri atas: penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2019, terdapat beberapa alasan dilakukannya possorniarry Wi i gl e
. . . . Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
1. Prolog singkat Perda yang dianalisis, misalnya: latar perubahan terhadap UU KPK yaitu untuk memperkuat pencegahan korupsi dan selanjuinys disebnt Komisi Pemberantasan

Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

belakang pembentukan, menjalankan perlntah peraturan koordinasi antar Iembaga penegak hukum. melaksanakan tugas pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;

apa, menggantikan peraturan apa, dan sebagainya. " Paal 128 Undang  Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Undang Nomor 19 Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Vdan
2. Rangkuman permasalahan yang didapatkan dari hasil i Al ke
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dari ketentuan Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi

analisis dan evaluasi menggunakan Metode 6 Dimensi

Pemberantasan  Tindak

dalam UU KPK telah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dibuatnya Pidana Korupsis

analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan peraturan-peraturan pelaksana, sistem dan program kerja, serta nota kesepahaman E’::if%:ﬁ:g”;ﬂ;ﬁ
(disal'ikan dari matriks lembar Kel'ja)_ Dapat dibuat klaster dengan lembaga-lembaga terkait, serta adanya capaian-capaian pelaksanaan d. Penanganan Laporan Gratifikasi. Serupa dengan LHKPN, pelaporan gratifikasi

kewenangan KPK. Meski demikian, masih terdapat catatan-catatan dan ruang perbaikan . . . .

ermasalahan perdimensi kepada KPK juga cenderung mengalami peningkatan dan menunjukkan telah
p p . yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas/hasil yang dapat dicapai oleh . . L
terbangunnya kesadaran yang baik pada penyelenggara negara. Meski demikian,

3_ KeSimpUlan berupa rekomendasi umum lembaga KPK dalam usaha pemberantasan korupsi. Mayoritas temuan yang didapat . . . . i
peningkatan laporan gratifikasi ini kemudian menimbulkan persoalan terutama
. . oleh Pokja adalah temuan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU sebagai berikut:
(tetap/ubahicabut atas status Perda yang dleVEl|UaS|) dan ! P & pada sisi manajemen barang yang dilaporkan saat menunggu penetapan
a. Pemanfaatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam pencegahan
i i ii _ gratifikasi, utamanya di daerah. Pengelolaan barang ini membutuhkan tempat dan
rekomendasi  khusus (rekomendaSI keb“akan,non Tipikor. Secara statistik, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN cukup tinggi yakni

biaya sehingga perlu ditelaah lebih jauh agar pengelolaan gratifikasi kedepannya
selalu di atas 95%. Meski demikian, pemanfaatan LHKPN untuk memperkuat

regulasi).
dapat menjadi lebih efisien.

pencegahan Tipikor masih belum maksimal karena adanya kendala pada kerangka

hukum, dan kapasitas SDM. Diperlukan perbaikan-perbaikan pada tataran

pelaksanaan agar LHKPN dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pencegahan Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum

Tipikor direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun

b. Turunnya capaian penanganan perkara oleh KPK pasca tahun 2019. Menurut data 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah beberapa kali terakhir

yang disadur dari laporan tahunan KPK, dapat dilihat adanya tren penurunan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan memperhatikan temuan
jumlah penanganan perkara baik pada proses penyelidikan, penyidikan, dan permasalahan pada pasal-pasal yang ada. Perubahan terhadap UU ini dilakukan setelah

penuntutan oleh KPK pasca tahun 2019. memastikan arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.



B. Isu Krusial Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum

Perundang-Undangan et NG ENG el K IpIkor BRI 2023

B.1. Permasalahan Substansi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana n
Lo T o SO SRPSR
B.1.1 Implikasi Ratifikasi UNCAC terhadap Pengaturan dalam Undang-
L0 T = G I o 1o R

B.1.2 Kejelasan Instrument atau Metode Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara Atau Perekonomian NEEara ......cuiceeersniiesiesssnssss s s ssns snssssssnnens

B.1.3 Ketidakjelasan Batasan Pengaturan Suap dan Gratifikasi dalam Undang- B.Isu Krusial/Permasalahan

UNAANE THPIKOT « ettt ene et e e e ese et eae et enessensenensesensensnnensenens Berisi mengenai:
B.1.4 Efektivitas Penyitaan atau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 1. Uraian isu Kkrusial terpilih atau yang dinilai perlu
dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara .......cccovivniisveesnnsinnsnnnns diangkat/ditonjolkan. Dapat dirumuskan masing-masing

B.1.5 Ketidakjelasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perda ataupun jika terdapat permasalahan yang sama

dalam Tindak Pidana KOrUpSi....cc..ccieeeinecessesesseseesessssesnmssesens . ) .
1. Kelembagaan pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan dari seluruh Perda yang dievaluasi maka dapat
B.1.6 Disparitas Putusan Tindak Pidana KOrupsi ....ccceeeveveicnnennne GAS BUMI ..ot e s s bbbttt ettt

digabungkan.

B.2. Permasalahan Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana K 2. Kelembagaan Pengawas Penyediaan dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha 2. Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi
Hilir Minyak dan Gas Bumi ............cccccovviiiciies e
3. Pengaturan Penerimaan Negara dalam Kegiatan Pengelolaan yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan

Minyak dan Gas BUM ........ccociniiiniiiin e .
perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan

4. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan

atau Kondisi Darurat Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi ........... regl_”asi di bidang,’sek’[or sesuai dengan tema yang
5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak d |h
Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Ipiin.

UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023 LiNBKUNGAN HIUP ©.....ooooeevcvvees s sss s ; / ¥
B. ISU KrusSial «.oiereiei e e e 6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas SIStematlka Laporan Akhlr AE Perda
Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai
B.1. KONSEPSI weeeiiiiiii e, Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
B.2. Sistem Penyelenggaraan UMKM ..., Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi UU 22/2001

L . tentang Minyak dan Gas Bumi, BPHN, 2023
B.3. Penggunaan Teknologi Digital dalam Kegiatan UMKM ......

B.4. Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan UMKM ................



LN

O©0®® [y i Penutup
000 -
A Hﬁlmpmﬂﬂ 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
X X - . : N .
» Berisi narasi mengena kelercapalan t”]-'a“ Fﬂnmmkﬂ“ Perda maupun efektivita sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
pelaksanaan Perda yang menjadi objek analisis dan evaluasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang
B. Rekomendasi Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah.
Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi PEfdﬂ' I'I"IE|IFI'U|l: 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
* Rekomendas REQUIHSIZ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
FI'.ERDI'I'IEfndEEI ta’hadap _Slﬂ'[l.l'i Perda yang dievaluasi berdasarkan h:‘ﬁ" AI_'IE|ISI5 da” tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan
Evaluasi. Rekomendasi DEFUPE TE{HP. ubah, atau cabut dari Masing-masing untuk tidak diubah (tetap).
FI-E[EthEﬂ da?rﬂh },I'-Hl'lg di analisis dﬂ“;E'LI'ﬂlUEEl. 5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah
. REIEDI'I'IEH'.‘IEEII B?buﬂk:ﬂlﬂmﬂﬂ RE.:IQUFESI: . . . diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
REkf..ll'!'IEﬂdEEl ini- berisikan kEhI_]EIkEII'I alau tndakan ]I'EI'Ig I:H." dambil d_ahm rarrglca dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). 3
L ofektiitas pela]qsanaan peraturan pemn;lapg-undangan (diluar aspek I‘EQUIHSIII. ) Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum
UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023
H 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
Lampiran — Anstt dan Evluast Undamg. Undang Nomar 1 Tabun 1980 entang ok Pidans Susp
Matriks Analisis dan Evaluasi Perda B Taoni T T T tonatwies o2t son ettty Ty
. . L. L. . B . , a behwe Pelaksanaan| Ketercapalan n tujuan Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak | Perlu  memperiuas  objek
Matriks ini berisi analisis dan evaluasi Perda dari penerapan metode 6 (enam) dimensi P L utoons | Mls ) G k| g
o . . . ., | petbagai beatuk dan g ukuen Seagiilnttossionchuston suspyeig Shundan | Oisiifens, sty S
Analisis dan Evaluasi Perundang-undangan dan rekomendasi atas hasil analisis dan [y . | S e Sbapdionivenmitnpao ety
. perundang-undangan dengan suap yang telah diatur dalam Kitab | kepentingan  umum  saj,
EUE|UESI tE[SEhUt. ;vmgsudan ads pada Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan | melainkan mencakup segala

| hakiatnya poga dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
sebagaimana telah dicabut dengan Undang

» Terdiri dari 7 (tujuh) kolom: oo Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tenang
.. , . | Pancasta yang ::;b::::amtmn'::m P::\M u';::w
1. No: berisi no urut pasal yang dianalisis [ . Undang. Nomor 20 Tabun 2001 Tentang

| dan bangsa; Perubahan Azas Undang-Undang Nomor 31

2. Pengaturan: berisi bunyi ketentuan pasal. Bunyi pasal yang dianalisis harus |6 bowa B 1004, oaag Fesbuiicm Thai

Pidana Korupsi (Undang-Undang Tiplkor)
perbuatan dimaksud

ditampilkan dalam matriks kerja. romscinnasd e s oS A4 207 e

. . LT ' T v | perbuatan yang dancam
Dimensi: berisi dimensi yang dipilin (contoh: kejelasan rumusan) g:n'.l,n prs oo iy A N S toian
. s . T -  Srohsndaplsskebon) an. Kemudian pada saat pertandingan sepak bola
Variabel: berisi variabel yang dipilin (contoh: penggunaan bahasa, istilah...) | Sscimdany wnding Goatama jadh suap. yorg. membusk sutp
| menjadi | masalah hukum  yang  cukup

berlaku s3at itu sebagian besar shii hukumn pidana

Indikator: berisi indikator yang dipilih (contoh: konsistensi antar ketentuan)
Analisis: berisi uraian singkat arqumentatif analisis sesuai dengan dimensinya . . . _
REkﬂmndHSi. tEtap!dIUhah’dicahLIt dengan pEﬂjﬂlﬂﬁﬂﬂ hila [Iiperll-Ika" “ Andreas Nathaniel Marbun, “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Digerat?*, Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, tahun-2017, him 78.

setuju bahwa suap daslam bidarg olahraga
termasuk sepak bols tidak termasuk dafam

kontroversisl karena berdasarkan hukum yang

| aturan KUH Pidana © Mengingat urgensi lsu susp |

perbuatan suap yang terjadi &
sektor swasta.

Referensi: Laporan Analisis dan

Evaluasi Hukum mengenai
Penegakan Hukum Tipikor,
BPHN, 2023



LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PUU Bﬂ

1 2 3 4 5 6 7

1. Berisi Pasal Diisi Sesuai dengan pedoman Andlisis Pasal atau Bab dari  Regulatif dan/atau
atau Bab dari PUU Non Regulatif
PUU
Keterangan:

-  Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

- Kolom 2 diisi dengan Judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian
lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.

- Kolom 3 diisi dengan Dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan
Rumusan).

- Kolom 4 diisi dengan Variabel yang yang merujuk kepada Dimensi pada Kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa Indikator penilaian yang merujuk kepada Variabel pada Kolom 4.
- Kolom 6 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

- Kolom 7 diisi dengan rekomendasi yang diberikan apakah pasal tersebut perlu di-Ubah, Cabut, atau Tetap sesuai analisis dan
catatan-catatan penting yang merujuk kepada Kolom 6.



CONTOH PENGERJAAN ANALISIS DAN EVALUASI PUU Ln

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undan‘ Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi
1. |Pasal1l Kejelasan | Kesesuaian | Ketentuan Ketentuan umum UU Narkotika ini belum memuat Ubah
Ketentuan Umum Rumusan | dengan umum berisi mengenai gramatur (berat/jumlah narkotika yang Perlu disesuaikan
sistematika | batasan ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti), istilah/ definisi dengan
dan teknik pengertian pecandu narkotika, serta tidak mendefinisikan secara ketentuan peraturan
penyusunan | atau definisi jelas siapa yang dimaksud sebagai pengguna yang tidak | perundang-undangan
peraturan melawan hukum. Ketentuan Umum hanya menjelaskan | terbaru demi kepastian
perundang- definisi dari Pecandu dan Penyalahguna. hukum,
undangan Pada ketentuan umum
Pada kasus tertentu, aparat penegak hukum masih perlu ditambahkan
kesulitan untuk menentukan seorang pengguna yang pengertian dari
tertangkap tangan sejak awal pemeriksaan apakah gramatur, pecandu
sebagai pecandu, pengguna ataupun penyalah guna, narkotika dan
untuk selanjutnya terhadap pengguna tersebut pengguna yang tidak
diproses atau tidak. Definisi pecandu, pengguna, melawan hukum demi
penyalah guna dan pengedar yang selama ini masih kepastian hukum.
rancu dan tidak jelas, menjadi jelas dan tidak rancu
11 dengan pengaturan gramatur dan ada pembedaan yang

tegas.

Ada pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum,
namun ada pula pecandu/pengguna yang melawan
hukum. Pembuat undang-undang belum secara tegas
menempatkan pecandu sebagai korban. Untuk
menengahi masalah pengkategorian ini, seharusnya
pengaturan gramatur yang akan menegaskan seseorang
sebagai pecandu atau tidak dapat menjadi sebuah
solusi.




TAHAPAN b7

d. Tahap Tindak Lanjut

Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi disampaikan juga
kepada stakeholders terkait. Hal ini penting dilakukan agar
hasil analisis dan evaluasi dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan dalam perencanaan peraturan
perundang-undangan ke depan.




MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI

 Obyek: Rekomendasi Hasil AE  Obyek: Laporan Monev
yvang dilakukan BPHN Tahun  Target: Kanwil Kemenkum, K/L/D
sebelumnya d Monev AE yang dilakukan K/L-----
U Target: K/L Obyek AE = Peraturan Teknis K/L
d Monev AE vyang dilakukan
Kanwilkum-------------==zcmeev--

Obyek AE = Peraturan Daerah

(d Monev AE yang dilakukan oleh
Pemda—---------------mmmmmme-
Obyek AE =Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah

Dibentuk Pokja di BPHN yang aka

WWW.BPHN.GO.ID



Upaya Penguatan
Koordinasi dan Sinergitas

b .
Non Regulatif g Dukungan Sarana dan
I Prasarana
e—e Perbaikan Kualitas SDM
PALIN N Tindaklanjut oleh PAHN kepada
Monev : | DPR, DPD dan Lembaga Terkai
Rekomendasi Hasil Anev ‘
) Dirjen PP | Kebutuhan untuk perencanaan

Regulatif —_— ’

Direktorat Jenderal Perencanaan) pembentukan PUU

K/L " Progsun Internal K/L
(Permen)

Monitoring
CELNATEITERY

.

Klasifikasi - -
2 : Perencanaan Legislasi
Rekomendasi i T

K/L

Rekomendasi akan dipilah mana
yang menjadi rekomendasi

i Jangka Pendek

E Tindak Lanjut IRH F jgka Panjang

Monev

Laporan Perda Kota

Kanwil

Laporan Kemenkum Perda Kabupaten

|

‘Pola Pengawasan Monev

|
TWI, TWII, dan TW IiI Perda Provinsi

] | M
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YUK PRAKTEK EVALUASI| PUU DENGAN

MENGGUNAKAN METODE 6 DIMENSI




PERHATIKAN PERDA BERIKUT:

(] Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perpasaran » LANGKA
MELAKUI
DAN EVA
TERHAD
PERDA

> BAHA
(] Perda Provinsi Jawa Barat Nomor INFOR

1 Tahun 2019 tentang Rencana YANG
Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
Fasilitasi Pesantren

[ Peraturan Daerah Provinsi Jawa ::
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TERIMA KASIH

@ +6285289452010

® agustinedwy@gmail.com
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